
 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 
NOMOR : 5 TAHUN 2014 

TENTANG 
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI KARAWANG, 

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha di bidang 
telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat 
terhadap kebutuhan akan penggunaan alat telekomunikasi, telah 
mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi 
dan sarana pendukungnya, sehingga untuk menjamin 
kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga 
kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengendalian 
terhadap keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten 
Karawang;  

b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, 
kesehatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika 
sesuai kaidah tata ruang, perlu pengaturan terhadap 
pembangunan menara telekomunikasi bersama; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Menara Telekomunikasi Bersama. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3206); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 
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4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3833); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3881); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

11. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3980); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593 ); 
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13.  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
02/PER/KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan 
Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 

14.  Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan 
Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 
07/PRT/2009; Nomor : 19/M.KOMINFO/03/ 2009; Nomor : 
3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 
Bersama Menara Telekomunikasi; 

15.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 
tentang Keselamatan Operasi Penerbangan; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 
tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 

18.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 
30/PER/M.KOMINFO/09/2008; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang 
Tahun 2008 Nomor 7 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 
Seri E); 

21.  Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 
Seri D); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 2 ); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Karawang Tahun 2011-2031  (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2013 Nomor 2 ); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang 
Tahun 2014 Nomor 3).  

 

 

 

 

 



 4

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

dan 

BUPATI KARAWANG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI 
BERSAMA 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Karawang. 

3. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang telekomunikasi dan informatika. 

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos dan Telekomunikasi. 

5. Bupati adalah Bupati Karawang. 

6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika 
Kabupaten Karawang. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Karawang. 

8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk 
dan diberi tugas tertentu di bidang penataan, pengendalian dan 
pengawasan menara telekomunikasi di Kabupaten Karawang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

9. Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara 
Telekomunikasi selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang 
dibentuk oleh Bupati  yag bertugas untuk melaksanakan 
kegiatan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap 
pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di 
Daerah. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer perseroan lainnya, badan milik negara 
atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan 
atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk 
usaha tetap serta bentukbadan lainnya. 

11. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan 
hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai 
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tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia. 

12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ 
atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-
tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem 
kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 

13. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk 
memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan 
jaringan telekomunikasi. 

14. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat 
telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam 
rangka telekomunikasi. 

15. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat 
telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat 
menimbulkan komunikasi. 

16. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat dan sarana 
pendukungnya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 

17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, 
badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan 
usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara 
yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jasa 
telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi 
khusus. 

18. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan 
dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan 
terselenggaranya telekomunikasi. 

19. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama adalah 
penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang 
menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Bersama. 

20. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggara 
infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara 
Telekomunikasi Khusus. 

21. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi 
pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, 
jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang 
mendapat izin untuk melakukan kegiatannya. 

22. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, 
adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang 
didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu 
kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang 
dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya 
dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau 
berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan 
konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang 
menempatkan perangkat telekomunikasi. 

23. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang 
digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia 
layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan 
mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base 
Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang 
diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama 


